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Abstrak 
Kalsium Karbida (CaC2) yang lebih dikenal dengan sebutan Karbit adalah sebuah produksi barang yang 

harus memiliki Standar Nasional Indonesia secara wajib.Ketentuan hukum tersebut tidak ditaati oleh korporasi 

yang mengutamakan keuntungan ekonomi, akhirnya barang berupa Kalsium Karbida tersebut diimpor dan 

diedarkan tanpa mempunyai Standar Nasional Indonesia yang diharuskan sehingga dapat membahayakan 

konsumen. Metodepenelitian yangidigunakan adalahiyuridis normatif dengan berdasarkan pada pemahaman 

peraturaniperundang-undangan khususnya Undang-UndangiNomor 3Tahun 2014 TentangiPerindustrian serta 

konsep-konsep hukum yang terkait denganiUndang-UndanggPerindustrian. Hasil dari penelitianiini 

menunjukkanbbahwa korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabanPpidana sesuai dengan ketentuan 

Pasall53 ayat (1)ihuruf (b) Jo. Pasall120 ayat (1)iUndang-UndangNNomor 3iTahun 2014iTentang Perindustrian. 

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah teori, konsep hukum serta 

perturan perundang-undangan. 

 

Kata kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban pidana, Kalsium karbida tidak ber-SNI 

 

1. PENDAHULUAN 
Di era saat ini pembangunanninasional di 

bidang ekonomi dilakukan untuk menyambut struktur 

ekonomi yang kuat dengan cara membangun industri 

yang maju sebagai wadah ekonomi dengan 

didukungioleh sumberidaya yang berkualitas. Untuk 

mewujudkan pembangunan industri yang kuat dan 

tangguh tersebut dibutuhkan sebuah usaha yang 

konsisten melaluiipenguatan struktur industri yang 

mandiri,ssehat, serta berdayaasaingtinggi,idengan 

cara mengupayakan sumberdaya secaraioptimal juga 

efisien tersebut dapat mendorong laju perkembangan 

industrikke seluruh wilayahHIndonesia, 

tentunyamenjunjung tinggi keseimbanganHkemajuan 

dan kesatuaneekonomi nasional yangiberlandaskan 

pada kerakyatan,ikeadilan serta nilai-nilailluhur 

budaya bangsaidengan mengutamakan kepentingan 

nasional. 

Indonesia sendiri sebagai negara yang 

berkembang sangat menyadari bahwa agar barang 

dan/atauujasa yang diproduksiddari olahan dalam 

negeri mempunyai daya saing dengan barang 

dan/atauujasa yang diproduksi dari luarinegeri, maka 

diperlukan adanya sebuah Penetapan Standar 

Nasional Indonesia yang berlaku untuk semua 

wilayah di Indonesia secara wajib bukan semata 

hanya untuk meningkatkanidaya saing antara 

barangidan/atau jasa yang diproduksi olehidalam 

negeri dengan luar negeri. Akantetapi juga untuk 

mendorong korporasi terus menerus konsisten 

menjaga kualitas barang dan/atauKjasa yang 

diproduksiHsupaya dapat bersaing dengan sehat 

dengan produk-produk impor. Selain itu barang 

dan/atau jasa yang telah memiliki StandariNasional 

Indonesia secara Wajib(SNI-WAJIB) tersebut dapat 

memberikan jaminan kualitas/mutu yang sangat baik 

sehingga konsumen senantiasa terlindungi dan tidak 

mengalami kerugian saat mengonsumsi barang 

dan/atauijasaitersebut. 

Kalsium Karbida (CaC2) atau yang lebih 

dikenal dengan sebutanKarbit adalah sebuah 

produksi barang yang sudah seharusnya memiliki 

sebuah SNI-WAJIB. Adanya ketentuan bahwa karbit 

harus memiliki SNI-WAJIB tertuang dalam 

PeraturanMenteri PerindustrianRepublik 

IndonesiaiNomor: 65/M-IND/PER/12/2013 Tentang 

PemberlakuanSStandar NasionalNIndonesia (SNI) 

Kalsium Karbida (CaC2) Secara Wajib yang berlaku 

sejak tanggal 12 Juni 2014. Sesuai dengan ketentuan 

dari Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut sebagai UU 

Perindustrian) menegaskan bahwa Menteri dapat 

memberlakukan SNI, spesifikasi teknis serta 

pedoman tata cara secara wajib, maka sejak tanggal 

15 Januari 2014 UU Perindustrian dinyatakan telah 

berlaku. 

Berhubungan dengan diberlakukannya UU 

Perindustrian yang kemudian telah ditindaklanjuti 

dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 

65/M/-IND/PER/12/2013 TentangPIPemberlakuan 

Standar Nasional Indonesia (SNI)  Kalsium Karbida 

(CaC2) Secara Wajib, maka dari itu secara yuridis 

formal, korporasi maupun pelaku usaha harus 

menundukkan dirinya pada ketentuan perundang-

undangan tersebut karena UU Perindustrian 

dilengkapi dengan sanksi pidana juga sanksi 

administrasi yang dapat dikenakan pada siapapun 
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yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di 

dalam UU Perindustrian. 

Berbicara mengenai sanksi pidana sebagai 

instrumen hukum yang bersifat “ultimum remidium” 

yang penerapannya membutuhkan sebuah kearifan, 

Hebert L Packer (1968) justru mengingatkan 

sebaliknya“penggunaan sanksi 

pidanasembarangan/tidak pandang bulu/ 

menyamaratakandan digunakan secara paksa 

(coercively) akan menyebabkan sarana pidana itu 

menjadi suatu pengancamutama (prime 

threatener)”.Hal-hal tersebut tentu tidak dikehendaki 

dalam penegakan hukum dalam UUPerindustrian, 

karena Undang-Undang tersebut lebih 

mengutamakan sanksi administrasi daripada sanksi 

pidana.Walaupun lebih mengedepankan sanksi 

administrasi, tidak berarti sanksi pidana  tidak bisa 

diberikan kepada siapapun yang melanggar ketentuan 

UU Perindustrian tersebut, bila ternyata suatu 

korporasi tersebut secara gamblang dan meyakinkan 

telahmelanggarUU Perindustrian serta unsur-unsur 

tindak pidananya telah terpenuhi. Sehubungan 

dengan penggunan sanksi pidana, BardaaNawawi 

Arief (1998) menyatakan bahwa, terdapat setidak-

tidaknya tiga alasan mengenai perlunya sanksi pidana 

dan ihukum pidana, sebagaiiberikut: 

1) “Perlu atau tidaknya hukum pidana tidak terletak 

pada permasalahan tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai, akan tetapi terletak pada permasalahan 

seberapa jauh untuk mencapai tujuan-tujuan itu 

boleh menggunanakan paksaan, titik 

persoalannya bukan terletak  pada hasil yang 

akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara 

nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas 

kebebasan pribadi masing-masing”. 

2) “Terdapat usaha-usaha perbaikan atau 

perawatan yang tidak mempunyai arti sama 

sekali bagi si terhukum, dan disamping itu harus 

tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-

pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu 

dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja”. 

3) “Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan 

semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi 

juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat 

yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-

norma yang ada dalam masyarakat”. 

Merujuk pada pendapat yang telah 

dikemukakan oleh Barda NawawiArief,sebagaimana 

dikemukakan diatas sanksi pidana yang dicantumkan 

pada UUPerindustrian, tetap diperlukan untuk 

memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang 

melanggar norma yang telah ditentukan dalam UU 

tersebut. Sebab sanksi  pidana yang dicantumkan 

tersebut merupakan peringatan awal bagi korporasi 

agar tidak melanggar norma tersebut, hal ini untuk 

mencegah/menghindari pidanabagi yang 

bersangkutan.Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Daerah Jawa Tengah atas dasar laporan masyarakat 

pengguna Kalsium Karbida atau Karbit (CaC2) 

melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana 

yang dilakukan olehCV GG. Dugaan tindak pidana 

yang dilakukan olehCV GG tersebut adalah telah 

melakukan impor barang berupa Kalsium Karbida 

atau Karbit (CaC2) dari Negara Republik Tiongkok 

yang tidak dilengkapi Standar Nasional Indonesia 

(SNI) yang diwajibkan dan selanjutnya diedarkan 

dan/atau diperdagangkan di toko-toko bangunan di 

wilayah Jawa Tengah dan bahkan sampai Jawa 

Timur.Dugaan Tindak Pidana tersebut dilakukan 

secara berturut-turut dalam kurun waktu sepanjang 

tahun 2015 di wilayah Jawa Tengah bahkan sampai 

memasuki wilayah Jawa Timur. Selanjutnya pihak 

Polda Jawa Tengah meningkatkan status 

penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan No. 

Pol. SPDP/A/203.a/2015/RESKRIMSUS Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah Tanggal 11 Desember 2015. 

Dari hasil penyidikan tersebut, akhirnya pihak 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah meningkatkan status 

FB selaku Direktur CV GG yang semula sebagai 

saksi, sekarang menjadi tersangka dengan alasan 

karena telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 

ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 120 ayat (1) UU 

Perindustrian yang merupakan ketentuan bersifat 

Ultimum Remidium yaitu upaya penegakkan 

sanksipidana dalam undang-undang ini dipakai 

sebagai upaya terakhir setelah secara keseluruhan 

upaya sanksi administrasi sebagai upaya yang 

bersifat Primum Remidium sudah ditempuh tetapi 

pelaku usaha masih tetap melakukan tindakan-

tindakan yang dapat di kualifikasikan sebagai tindak 

pidana, akhirnya yang bersangkutankemudian 

meminta perlindungan kepada Kementerian 

Perindustrian, melalui Kantor Wilayah Perindustrian 

Provinsi Jawa Tengah, agar perkaranya tidak 

dilanjutkan ke Pengadilan. Akhirnya, Pihak 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah tidak meneruskan 

perkara ini ke Penuntut Umum dengan alasan pihak 

pelaku sudah membuat pernyataan dan telah 

mendapatkan Surat Peringatan untuk tidak lagi 

mengimporrdan/atau mengedarkan barang 

berupaaKalsium Karbidaa(CaC2) yang tidak memiliki 

Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai yang diatur 

dalam Peraturan Perundang-undangan serta Pihak 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah menganggap FB 

hanya melakukan pelanggaran administrasi saja 

sehingga perkara ini tidak dilanjutkan ke pengadilan 

untuk ditindak lanjuti. 

Beranjak dari isu hukum diatas, maka penulis 

tertarik untuk membahas mengenai 

pertanggungjawaban pidana korporasi yang 

mengimpor serta mengedarkan Kalsium Karbida 

(CaC2) tidak ber-SNI di Indonesia. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

serta menelaah terkait pertanggungjawaban pidana 

korporasi yang mengimpor serta mengedarkan 

Kalsium Karbida (CaC2) tidak ber-SNI. Metodeeyang 

dipakai dalam penelitian ini adalah metodeeyuridis 

normatif, yang maksudnya adalah penelitian ini 
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dilakukan dengan berpangkal pada 

PeraturannPerundang-undangan, sebagai bahan 

hukumpprimer serta doktrin-doktrin  hukum sebagai 

bahan hukum sekunder yang bersifat mengikat, yang 

mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang 

sedang dikaji oleh penulis. Teknik pengumpulan 

bahan hukum dilakukan dengan cara mencari, 

mengumpulkan serta menyeleksi lalu disusun secara 

sistematis guna mendapat jawaban dari isu hukum 

yang sedang dibahas. Teknik analisa penelitian ini 

didasarkan pada penelitian pustakaan, selanjutnya 

diuraikan secara deskriptif kualitatif. 

 

3. PEMBAHASAN 

Ruang Lingkup Standar Nasional Indonesia 

Dalam Undang-Undang Perindustrian 

Pengantar Standardisasi (2009) menjelaskan 

bahwa kata standar berasaldidari bahasaaiInggris 

“standard”, yang dalam bahasa prancis dikenal 

dengan istilah “norme” dan “etalon”. Istilah 

normedan etalon dapat diartikan sebagai : 

“norme ialah standar dalam bentuk dokumen, 

sedangkan etalon adalah standar fisis atau 

standar pengukuran. Untuk membedakan 

definisi dari istilah standar tersebut, maka 

istilah standard diberi makna sebagai norme 

sedangkan untuk etalon dalam bahasa Inggris 

diartikan sebagai measurement standard”. 

Pengantar Standardisasi (2009) Dalam bahasa 

Indonesia kata standar pada dasarnya 

merupakanisebuah dokumeniyang berisipersyaratan 

tertentu yang kemudian disusun berdasarkan 

konsensus oleh pihak-pihakkyang berkepentingan 

danidisetujui oleh suatu lembagaayang telahhdiakui 

bersama.Lal Verman berpendapat bahwa 

“standardisasi perlu dianggap sebagai suatu disiplin 

pengetahuan baru” (Pengantar Standarisasi, 2009). 

Perkembanganiilmu dan teknologi, serta kemajuan di 

bidang industri yang sangat pesat menjadi pemacu 

bagi pemerintah untuk mengeluarkan suatu peraturan 

baru yang mendasar tentang standar agar baik 

masyarakat sebagai konsumen ataupun pelaku usaha 

dapat memahami arti tentang standar serta 

penerapannya yang secaranasional juga manfaatnya 

bagi pembangunan serta perekonomian khususnya 

bagi negara Indonesia. 

Manfaattstandardisasi sesuai dengan 

definisinya yaitu bertujuanniuntuk mencapai 

ekonomi keseluruhannsecara maksimumsiserta 

memberikan manfaat bagi berbagai 

sektorrmasyarakat. Akan tetapi manfaatistandardisasi 

secaraiumum ialah: 

a. iMemperlancaritransaksi iarus ibarang idan ijasa 

idalam iperdagangan idomestik imaupun 

internasional. iSelainiitu iberguna iuntuk 

menghilangkan ihambatan iteknis idalam 

perdagangan imelalui iharmonisasi istandar. 

b. Membantu imembercepat idesiminasi isistem 

manajemen, iteknologi idan iinovasi. 

c. Meningkatkan idaya isaing ibisnis idengan fokus 

terhadap imutu, kemanan, ikeselamatan, 

kesehatan idan ipelestarian ilingkungan. 

d. iMemfasilitasiipenilaian idan ipembuktian 

kesesuaian. 

e. iOptimasiiinfrastruktur iIndonesia. 

Pada Pasal 1 angka 17 UU Perindustrian yang 

dimaksud idengan iStandar iNasional iIndonesia 

(selanjutnya disingkat SNI) adalah “standar yang 

telah ditetapkan oleh lembaga yang 

menyelenggarakan pengembangan juga pembinaan 

pada bidang standardisasi”. Sedangkan yang 

dimaksud dengan Standardisasi terdapat pada Pasal 1 

angka 18 UU Perindustrian yang tertulis 

Standardisasi adalah“proses merumuskan, 

menetapkan, memelihara, memberlakukan, serta 

mengawasi standar pada bidang industri yang 

dilakukan secara tertib juga bekerja sama dengan 

semua pemangku kepentingan”. 

Menurut ketentuan dari iPasal i1 iangka i3 

Peraturan iPemerintah Republik Indonesia Nomor 

102 iTahun i2000 TentangSStandardisasi iNasional 

Standar iNasional iIndonesia i(SNI) (selanjutnya 

disingkat dengan PP No. 102/2000) merupakan 

standar iyang telah iditetapkan oleh iBadan 

Standardisasi iNasional dan diberlakukanisecara 

nasional. Sedangkan iBadan iStandardisasi iNasional 

yang (selanjutnya disingkatBBSN)iadalah sebuah 

organisasiidan/atau badan yang membantuupresiden 

dalam menyelenggarakan pengembangan dan 

pembinaanndi bidang standardisasissesuai 

dengannperaturan perundang-undangan, pengertian 

ini juga tertuang pada Pasal 1 angka 17 PP No. 

102/2000. Sedangkan makna stardar sendiri 

dalamketentuan umum iPasal 1 angka 1 PP No. 

102/2000 yaitu : 

“Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu 

yang dibakukan termasuk tata cara serta metode 

yang disusun sedemikian rupa berdasarkan 

konsensussemua pihak yang terkait dengan 

memperhatikan syarat-syarat keselamatan, 

keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, 

perkembangan masa kini dan masa yang akan 

datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya.” 

Kemudian Pasal 1 angka 2 tertulisyang 

dimaksud dengan “Standardisasi adalah proses 

merumuskan, menetapkan, menerapkan, serta 

merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan 

bekerjasama dengan berbagai pihak”. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut 

pengertian yang terdapat pada undang-undang ini 

semua perusahaan yang produknya termasuk dalam 

pemberian SNI-Wajib harus mempunyai sertifikat 

atau tanda SNI sebagaimana telah diatur di dalam 

ketentuan Pasal 15 PP N. 102/2000. Tujuan 

pemerintah dalam menetapkanStandardisasi Nasional 

telah termaktub pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

tersebut, yaitu StandardisasinNasional untuk: 
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a. “Meningkatkan perlindungan kepada 

konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan 

masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, 

keamanan, kesehatan maupun pelestarian 

fungsi lingkungan hidup”. 

b. “Membantu kelancaran perdagangan”. 

c. “Mewujudkan persaingan usaha yang sehat 

dalam perdagangan”. 

iDengan kata lain, adanya standardisasi 

nasional ini dapat menjadi alat ukur mutu serta 

kualitas suatu baranggidan/atau jasa yang biasa 

disebut dengan SNI, sehingga manfaatnya dapat 

tercapai secara maksimal dalam meningkatkan 

perlindungannikepada konsumen, pelakuuiusaha, 

tenagaakerja, dan masyarakatnlainnya baik untuk 

keselamatan,ikeamanan, ikesehatan imaupun 

pelestarian fungsiilingkungan hidup. 

Pemerintah mengadakan dan/atau menerapkan 

adanya program SNI karena banyak sekali 

keterkaitan dengan hal yang lain diantaranya seperti 

yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat (3) PP No. 

102/2000yang tertulis yaitu “Dalam hal kepentingan 

keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau 

pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau 

pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat 

memberlakukan secara wajib sebagian atau 

keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter 

dalam Standar Nasional Indonesia”. 

Sehingga dengan berlandaskan ketentuan 

pasal diatas, SNI diwajibkan karena terdapat 

kepentingan ikeselamatan, ikeamanan, ikesehatan 

masyarakat iatau ifungsi ilingkungan ihidup idan atau 

ipertimbangan iekonomis isehingga isemua pelaku 

iusaha maupun korporasidilarang untuk melakukan 

hal-haliseperti yang tertuang padaiPasal 18 PP No. 

102/2000 yakni: 

1. “Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan 

atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang 

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia yang telah diberlakukan 

secara wajib”. 

2. “Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya 

telah memperoleh sertifikat produk dan atau 

tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga 

sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan 

mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak 

memenuhi Standar Nasional Indonesia”. 

Adapun penjelasan tentang Pasal 18 ayat (1) 

yang idimaksud dengan imengedarkan ibarang 

dan/atau ijasa imeliputi imemperdagangkan, 

menawarkan, imempromosikan idan/atau 

mengiklankan.Adanya Standar Nasional Indonesia 

tidak hanya berlaku untuk barang dan/atau jasa yang 

diproduksi di dalam negeri saja, akantetapi SNI juga 

diperlukan serta diberlakukan untuk barang dan atau 

jasa impor.Hal tersebut telah diatur pada Pasal 19 

ayat (1) dan ayat (2) PP No. 102/2000 yang tertulis 

sebagai berikut: 

1) “Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan 

secara wajib dikenakan sama, baik terhadap 

barang dan atau jasa produksi dalam negeri 

maupun terhadap barang dan atau jasa impor”. 

2) “Barang dan atau jasa impor sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), pemenuhan standarnya 

ditunjukkan dengan sertifikat yang diterbitkan 

oleh lembaga sertifikasi atau laboratorium yang 

telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional 

atau lembaga sertifikasi atau laboratorium 

negara pengekspor yang diakui Komite Akreditasi 

Nasional”. 

Terdapat sebuah penjelasan untuk Pasal 19 

ayat (1) SNI diwajibkan juga untuk barang dan/atau 

jasa impor karena dalam penjelasannya hal ini di 

dasarkan pada Agreementoon Technical Barrier to 

Tradeedan Sanitary and PhytooSanitary yang diatur 

dalam Agreement on WorldTTrade Organization 

(Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia), 

ditegaskan bahwa negara anggota yang tunduk pada 

perjanjian tersebut “harus menjamin dalam peraturan 

teknis mengenai pemberlakuan standar secara wajib 

bahwa produk yang diimpor tidak boleh diperlakukan 

berbeda dengan produk dalam negeri atau produk 

yang diimpor dari negara lainnya”. Berkaitanndengan 

hal tersebut diatas, makaasetiap negaraaberkewajiban 

untuk memberikan notifikasikepada Organisasi 

Perdagangan Dunia apabila terdapatrencana regulasi 

atau rencana pemberlakuan standar wajib, untuk 

mendapatkan respon dari negara-negara anggota 

Organisasi Perdagangan Dunia. SNI Kalsium 

Karbida (CaC2) sendiri dibutuhkan sebagai 

perlindungan terhadap konsumen, produsen dan 

lingkungan, dengan menjaminnmutu produk 

yangbberedar di dalam negeriddengan syarat 

mutuuyang ditetapkan serta meningkatkan daya saing 

produk dalam negeri denganiproduk luarinegeri. 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang 

Mengimpor dan Mengedarkan Kalsium Karbida 

Tidak ber-SNI 

Tindak pidana bukan saja bisa dilakukanioleh 

perseorangan tetapi dapat pula dilakukan oleh 

korporasi. Tindak pidana yang dilakukan oleh 

korporasittersebut dijatuhkannkepada badanhhukum 

(sepertiiperseroan, iperkumpulan, iyayasan, atau 

koperasi) dan/atau ipemberi iperintah iuntuk 

melakukan itindak ipidana iatau iyang ibertindak 

sebagai pimpinanndalam melakukanntindak pidana 

(Handoko, 2015). 

Menurut Sutedi (2015) Kebijakan 

kriminalisasi yang di lakoni oleh korporasi ini 

merupakan “bagian usaha dari penanggulangan 

kejahatan korporasi yang sudah banyak memberikan 

dampak kerugian bagi masyarakat dan negara. 

Dengan dikriminalisasinya korporasi sebagai subjek 

delik, akan mudah ditentukan siapa yang 

bertanggung jawab di antara mereka yang menjadi 

pengurus atau yang termasuk dalam lingkungan suatu 

perusahaan yang melakukan perbuatan pidana”. 

Menurut Rony Saputra dalam jurnalnya 

(2015) idi idalam iperkembangannya, ikorporasi 

ternyata itidak ihanya imelakukan ikegiatan iyang 
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ditujukan iuntuk imencapai itujuannya, itapi idalam 

kasus-kasus itertentuiada pula ikorporasi iyang 

melakukan ikejahatan. iKejahatanikorporasi 

merupakannsuatu ibentukkkejahatan iyanggisaat iini 

melandaaihampir seluruhhnegara di dunia, yang 

menimbulkan kerugian secara meluas di masyarakat. 

Terdapat juga karakteristikikejahatan korporasi yang 

tentunya berbeda dengan kejahatan konvensional 

lainnya. 

Pada umumnya ikarakteristik ikejahatan 

korporasi isebagai iberikut, iPertama, ikejahatan 

tersebut isulit idilihat i(lowvvisibility), ikarena hal 

tersebut biasanyaatertutup oleh kegiatanppekerjaan 

yang normal dan rutin, melibatkan ikeahlian 

profesional idan isistem iorganisasi iyang ikompleks; 

Kedua,ikejahatan itersebut isangat ikompleks 

(complexity) ikarena iselaluiterkaitidengan 

kebohongan, ipenipuan idan ipencurian iserta 

seringkali iberkaitan idengan isesuatu iyang iilmiah, 

teknologis, ifinancial, ilegal, iterorganisir, idan 

melibatkan ibanyak iorang idan iberjalan ibertahun-

tahun; Ketiga,iterjadinya ipenyebaran tanggungjawab 

i(diffusion of responsibility) iyang semakin iluas 

iakibat ikompleksitas iorganisasi; 

Keempat,ipenyebaran ikorban iyang isangat iluas 

(diffusion of victimization) seperti ipolusi serta 

penipuan; iKelima,ihambatan idalam ipenditeksian 

dan ipenuntutan i(detection andprosecution) sebagai 

iakibat iprofesionalisme iyang itidak seimbang 

iantara iaparat ipenegak ihukum idengan pelaku 

ikejahatan; iKeenam,iperaturan iyang itidak jelas 

i(ambiguityilaw) iyang isering imenimbulkan 

kerugian idalam ipenegakan ihukum; dan iKetujuh, 

sikap imendua istatus ipelaku itindak ipidana. Harus 

diakui ibahwa ipelaku itindak ipidana ipada 

umumnya itidak imelanggar iperaturan iperundang-

undangan, itetapi perbuatanitersebutiillegal. 

Anton dalam jurnalnya (2016) mengambil 

kesimpulan bahwa ternyata pengertian itentang 

korporasiidalam ranahihukum pidana jauhilebih luas 

dibandingkan dengannpengertian korporasindalam 

ranahihukum perdata. Sebabkorporasi dalam hukum 

pidanaaadalah badan hukumiatau non-badanihukum, 

sedangkanndalam hukumoperdata adalahhhanyalah 

berbentukbbbadan hukum. Selain itu terdapat 

pengertiannkorporasi diluarnKUHP (KitabiUndang-

Undang Hukum Pidana) salah satunya terkutip pada 

Pasal 1 angka 8 UU Perindustrian yaitu “Korporasi 

adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun 

bukan badan hukum”. Menurut Anton perkembangan 

iterhadap iperundang-undangan khususnyaidi iluar 

iKUHP i(Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana),iyang imembahas isecara ispesifik mengenai 

isubyek ihukum ipidana, yakni korporasi, 

perumusannya ilebih iluas iapabila idibandingkan 

dengannpengertian korporasi menurut hukum 

perdata, karenanmenurut hukum pidanaapengertian 

korporasibbisa berbentukkbadan hukum atauutidak. 

Roeslan Saleh pada bukunya (1982) 

menuliskan tentang pertanggungjawaban pidana yang 

mempunyai berbagai istilah di dalam bahasa asing 

contohnya adalah sebagai berikut:  

“toerekenbaarheid (bahasa belanda), criminal 

responbilityi(bahasa inggris), criminalliability 

(bahasa inggris). Pertanggungjawabann pidana 

sendirii ditujukaniuntuk menentukaniapakah 

seseorang tersangka/terdakwa dapat 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak 

pidana (crime) yang terjadi atau tidak”.  

Pengertian idari ipertanggujawaban ipidana 

iitu isendiri iadalah isuatu iperbuatanitercela ioleh 

imasyarakat idan iharus idipertanggungjawabkan 

ipada isi ipembuat/pelaku iatas iperbuatan iyang 

idilakukannya. Terdapat pula kesalahan idalam 

iartiiluasnya idapat idisamakan dengan pengertian 

pertanggungjawabanppidana dalamhhukum pidana, 

yang manaddidalamnya terkandunggmakna dapat 

dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila 

dikatakan bahwa orang itu bersalah imelakukan 

isuatu itindak ipidana, maka ia dapat idicela atas 

iperbuatannya. 

Hal ini juga didukung oleh Roeslan Saleh 

(1983) yang menuliskan dalam bukunya bahwa 

syarat utama dari perbuatan pidanaadalah menunjuk 

pada dilarangnya suatu perbuatan, diancamnya orang 

yang melakukan perbuatan tersebut dengan suatu 

pidana tertentu. Dan kemudian melihat apakah orang 

yang telah melakukan perbuatan itu memang 

memiliki kesalahan atau tidak, apabila memang 

orang tersebut memiliki kesalahan maka tentu saja 

orang itu akan dijatuhi pidana. Namun apabila orang 

tersebut tidak mempunyai kesalahan walaupun orang 

tersebut telah melakukan kejahatan tentu tidak akan 

dipidana, karena adanya asas tidak tertulis yakni 

tidak dapat dipidana jika tidak adanya kesalahan 

yang merupakan dasar dipidananya si pelaku. 

Jadi berdasarkan hal itulah, seseorang baru 

dikatakan melanggar tindak pidana apabila orang 

tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

hukum. Dipidana atau tidaknya seseorang bukan 

bergantung pada adanya suatu perbuatan pidana atau 

tidak melainkan pada apakah orang tersebut memiliki 

kesalahan atau tidak karena telah melakukan 

perbuatan pidana itu, hal ini lah yang kemudian 

berhubungan dengan asas legalitas yaitu asas yang 

menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat 

dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan 

yang telah terlebih dahulu mengaturnya. 

Kemudian banyak sekali orang diluar sana 

yang melakukan tindak pidana dengan cara yang 

bermacam-macam seperti tindak pidana di bidang 

bisnis misalnya, dengan ketatnya persaingan usaha 

tersebut banyak para pelaku usaha yang kemudian 

melakukan tindak pidana agar dapat menekan 

banyaknya pengeluaran. oPerdaganganiatau 

perniagaanaadalah suatuukegiatan membeliibarang 

dariisuatu tempatiatau pada suatu waktu dan menjual 

barang itersebut idi itempat ilain iatau ipada iwaktu 
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berikutnya dengan maksudimemperoleh keuntungan. 

Farida Hasyim (2009) dalam bukunya menuliskan 

“Perusahaan dagang ialah satu bentuk perusahaan 

perseorangan, dan perusahaan perseorangan ialah 

perusahaan yang pelaku usahanya hanya satu orang 

pengusaha”. Farida Hasyim (2009) dalam buku yang 

sama juga menuliskan pendapatahli yaitu 

Molengraaff dan Polak. Menurut Molengraaff baru 

dikatakan “perusahaan yaitu badan usaha yang secara 

terus menerus bertindakkeluar untuk memperoleh 

keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan 

barang-barang atau mengadakan perjanjian 

perdagangan”. KemudianPolak menambahkan dan 

menegaskan bahwa dalam perusahaan tersebut harus 

melakukan pembukuan. 

Dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan (profit oriented) dapat mendorong 

seorang pelaku usaha didalam bidang perindustrian 

melakukan sebuah tindak pidana karena usaha yang 

sedang dijalankannya dan juga pelaku usaha tersebut 

dapat bertanggungjawab dengan bidang usaha yang 

sedang dijalankannya itu. Tindak pidana di bidang 

perindustrian diatur dalam UU Perindustrian. 

Ketentuan pidana yang diatur dalam UU 

Perindustrian ada di dalam Pasal 120 ayat (1) yang 

tertulis “Setiap orang yang dengan sengaja 

memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan 

barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi 

SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara 

yang diberlakukan secara wajib di bidang industri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf 

b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Didalam 

undang-undang perindustrian hal tersebut dianggap 

sebagai sebuah tindak pidana didalam bidang 

perindustrian. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 

120 ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Setiapoorang; 

b. Denganosengaja; 

c. Memproduksi, imengimpor, idan/atau 

mengedarkan ibarang idan/atau ijasa iindustri; 

d. Tidak imemenuhi iSNI, ispesifikasi iteknis, 

dan/atau ipedoman itata icara iyang 

diberlakukan isecara iwajib di bidangiindustri. 

Dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Setiap orang yang dimaksud adalahhorang 

perseoranganaatau korporasi, sesuai dengan 

keterangan dalam Pasal 1 angka 7 UU 

Perindustrian; 

b. Denganssengaja, dalamiKitab Undang-Undang 

HukumPPidana (CrimineelwWetboek) Tahun 

1809 dicantumkan: 

“Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau 

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dilarang atau diperintahkan oleh undang-

undang”. DalammMemorie van Toelichthing 

CrimineellWetboek Tahuni1881 (yangimenjadi 

Kitab Undang-UndanggHukum PidanaaTahun 

1915), dijelaskan: “Sengaja” idiartikan: “dengan 

sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan 

tertentu”. 

c. Mengedarkan barang dan/atau jasa industri 

dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 

102/2000meliputi memperdagangkan, 

menawarkan, mempromosikan dan atau 

mengiklankan. 

d. Imporddalam pengertian Pasal 1 angka 13 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

Tentang Kepabeanan adalah : 

“kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah 

Pabean. Sedangkan pengertian tentang Daerah 

Pabean tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun1995 Tentang 

Kepabeanan yaitu wilayah Republik Indonesia 

yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang 

udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di 

Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen 

yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini”. 

e. Spesifikasiiteknis dan/atauupedoman tataacara 

yang idiberlakukan isecara iwajib itercantum 

dalam pengertian Standar yang termuat pada 

Pasal 1 angka 1 PP No. 102/2000 yaitu : 

“Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu 

yang dibakukan termasuk tata cara dan metode 

yang disusun berdasarkan konsensus semua 

pihak yang terkait dengan memperhatikan 

syarat-syarat keselamatan, keamanan, 

kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

pengalaman, perkembangan masa kini dan masa 

yang akan datang untuk memperoleh manfaat 

yang sebesar-besarnya”. 

Adapun ketentuan pidana dalam Pasal 121 UU 

Perindustrian tertulis “Dalam hal tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan 

oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana 

dikenakan terhadap Korporasi dan/atau 

pengurusnya”. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkanuuuraian serta pembahasan 

sebagaimana ibab isebelumnya imaka idapat 

disimpulkan ibahwa CV GG iyang imengimpor idan 

mengedarkan ibarang iberupa iKalsium iKarbida 

(CaC2) tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia 

(SNI) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, 

karena telah memenuhi unsur pasal yang tertera pada 

Pasal i53 iayat (1) ihuruf (b) iJo.iPasali120 iayat i(1) 

UU Perindustrian. Dengan unsur-unsur sebagai 

berikut: 

Unsur pertama “Setiap orang” :Setiap orang 

yang dimaksud adalah orang perseorangan atau 

korporasi, hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 1 

angka 7 UU Perindustrian. “Setiap orang” pada kasus 

ini ialah CV GG, sehingga unsur pertama terpenuhi. 

Unsur kedua “Dilarang memproduksi, 

mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau 

Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi 

teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan 
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secara wajib”Atas dasar fakta-fakta yang ada, CV 

GG terbukti melakukan tindak pidana berupa 

mengimpor barang berupa Kalsium Karbida atau 

Karbit (CaC2) dari Negara Republik Tiongkok yang 

tidak ber-SNI kemudian mengedarkannya ke toko-

toko bangunan wilayah Jawa Tengah bahkan sampai 

memasuki wilayah Jawa Timur. Sehingga unsur 

kedua telah terpenuhi. 
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